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Salam sejahtera bagi kita semua, Syalom

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat,

- Rektor Universitas Sam Ratulangi

- Dekan Fakultas IImu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

- Para Pebantu Rektor, Para Direktur/Ketua/Kepala Lembaga se-Universitas Sam Ratulangi
- Para Dekan se-Universitas Sam Ratulangi

- Para Wakil Dekan FISIP Unsrat

- Para Pimpinan Jurusan

- Para Dosen, Staf Administrasi dan Mahasiswa

- Panitia Dies Natalis FISIP Unsrat ke 52

- Para Tamu, Undangan dan Hadirin yang saya hormati

Pertama-pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang
Mahakuasa, karena atas tuntunanNya sehingga kita bisa berkumpul di tempat mi untuk
merayakan Dies Natalis ke 52 FISIP Unsrat yang kita banggakan ini. Pada kesempatan ini juga
saya mau menyampaikan terima kasih kepada Panitia Dies Natalis dan Dekan FISIP Unsrat

yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Hadirin yang saya hormati,
Perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

Kewenangan Partai Politik di Tingkat Lokal dalam Pemilihan Pemerintahan Daerah

Hadirin yang saya hormati,

Sejak kejatuhan rejim Soeharto tahun 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan
politik yang signifikan selama proses demokratisasi. Dibandingkan dengan era otoriter,
warganegara sekarang dapat menjalankan hak-hak politik mereka seperti hak mengekspresikan
pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dalam pemerintahan,

hak memlih dengan bebas, dan hak membentuk organisasi dan partai politik. Peningkatan



jumlah partai politik sejak era demokratisasi juga telah memberikan kepada warganegara
Indonesia pilihan politik yang lebih besar dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di
lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Lebih lanjut lagi, desentralisasi politik diterapkan
untuk memperkuat proses demokratisasi dengan membawa proses pembuatan keputusan ke

tingkat lokal (Turner et al. 2003).

Perubahan-perubahan politik yang signifikan setelah kejatuhan rejim otoriter ini telah
menyebabkan perhatian terhadap studi-studi dan penelitian-penelitian tentang partai politik di
Indonesia meningkat tajam. Pencabutan pembatasan jumlah partai politik dari rejim otoritarian
telah mendorong terbentuknya partai-partai politik yang baru dan menyebabkan pertambahan
jumlah partai-partai politik yang begitu cepat (Anwar 1999, pp. 40-1; McBeth 1999, p. 26).
Partai-partai politik bertumbuh dengan cepat seperti ‘jamur-jamur di tanah yang subur’ di era
baru demokrasi di Indonesia (Schwarz 1999, p. 309). Meskipun demikian, masih sedikit
literature dan penelitian yang berfokus pada hubungan kekuasaan di dalam partai-partai politik
(antara pusat dan daerah) di Indonesia. Orasi ini mencoba mengisi kelangkaan literature tentang
partai-partai politik di negara-negara berkembang dalam konteks desentralisasi dengan
menguraikan bagaimana hubungan antara partai politik di daerah dengan kantor pusat mereka
dan otonomi apa yang mereka miliki selama pemilihan kepala daerah berlangsung. Orasi mi
memfokuskan pada kewenangan yang dimiliki oleh partai-partai politik di tingkat lokal pada
pemilihan walikota Manado 2010.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk membahas lebih mendalam tentang hubungan antara partai politik di pusat
dengan cabang-cabangnya di tingkat lokal, ada baiknya kita melihat konsep ‘veto player’ yang
saya gunakan sebagai suatu landasan teori dalam orasi ini. Konsep ‘vefo player’ bukan suatu
1dea yang baru. Konsep ini berakar dari ‘ide ‘checks and balances’ dalam konstitusi Amerika
Serikat dan teks-teks konstitusional abad delapan belas’ (Tsebelis 1995, p. 301). Meskipun
demikian, konsep ‘veto player’ berguna dalam menyediakan suatu alat analitis bagi studi-studi
politik saat ini. Penelitian dari Tsebelis’s (2002), sebagai contoh, menggunakan konsep ‘veto
player’ ini untuk menganalisa pengaruh lembaga-lembaga politik terhadap kebijakan publik.

Di dalam penelitiannya, Tsebelis (1995, p. 301) mendefenisikan ‘veto player’ sebagai

‘suatu individu atau aktor kolektif yang persetujuannya (dengan kekuasaan mayoritas bagi



aktor kolektif) wajib diperlukan untuk suatu perubahan kebijakan’. Veto player memberikan
hak istimewa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang dibuat oleh aktor-aktor lain
disetujui atau tidak. Tsebelis (1995) mengklasifikasikan ‘veto players’ ke dalam dua jenis: (1)
‘veto player’ lembaga yang diberikan oleh konstitusi seperti presiden dan majelis-majelis
dalam parlemen; dan (2) veto player partisan yang ditentukan oleh permainan politik seperti
partai-partai politik yang menjalankan pemerintahan. Memang, partai-partai politik adalah veto
players di dalam sistem politik. Veto player berfungsi sebagai suatu mekanisme keseimbangan
kekuatan di antara lembaga-lembaga politik dalam sistem politik. Konsep ‘veto player’
memberikan kekuatan kepada lembaga-lembaga politik untuk membatalkan keputusan dari
lembaga lain di dalam proses legislasi (Tsebelis 1995, p. 290). Meskipun demikian, penelitian
Tsebelis’ (1995) lebih fokus pada konsep ‘veto player’ di dalam sistem politik daripada di

dalam organisasi-organisasi partai politik itu sendiri.

Konsep ‘veto player’ digunakan di dalam pembahasan i tetapi disesuaikan dengan
konteks Indonesia. Konsep ‘veto player’ di dalam pembahasan mi diterapkan secara internal di
dalam partai-partai politik untuk mengerti kewenangan pembuatan keputusan di antara
berbagai tingkatan berbeda di dalam struktur-struktur partai-partai politik, khususnya pengurus
pusat dan pengurus daerah. Pengurus pusat memiliki kekuasaan terhadap keputusan-keputusan
yang paling penting di dalam partai, seperti memilih kandidat untuk bertarung dalam
pemilihan. Sebagaimana dikatakan oleh Michels (1962, p. 78), organisasi-organisasi partai
memiliki kecenderungan-kecenderungan oligarki dan sentralistik. Pengurus pusat dapat
memveto kandidat-kandidat yang dipilih pada tingkat lokal. Kewenangan memveto yang
dipegang oleh elit-elit partai politik pusat ‘memberikan mereka sebuah hak istimewa akan
karakter dasarnya yang oligarkis’ (Michels 1962, p. 127). Pengurus pusat, meskipun demikian,
umumnya tidak menggunakan kekuatan ini dalam penentuan teknik-teknik kampanye pada
pemilihan lokal. Organisasi-organisasi partai lokal didelegasikan kewenangan untuk memilih

taktik dan aktivitas kampanye sendiri.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai perpanjangan struktur organisasi partai-partai politik nasional, partai-partai
politik di Kota Manado memiliki tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka oleh
kantor pusat partai mereka. Tanggung jawab yang didesentralisasikan oleh kantor pusat partai

kepada kantor cabang partai antara lain meliputi menyeleksi kandidat, mengorganisir koalisi

4



dan mengatur kampanye. Meskipun demikian, desentralisasi tanggung jawab ini masih
dimonitor oleh kantor pusat partai yang mana masih memegang hak veto terhadap keputusan-
keputusan yang dibuat pada tingkat lokal. Kekuatan veto i telah digunakan oleh beberapa
pengurus pusat partai politik dalam pemilihan walikota 2010 di Manado.

Dengan memegang hak veto ini, pengurus pusat partai dapat merubah keputusan yang
tidak diingini oleh mereka yang dibuat oleh pengurus daerah mereka. Hal ini secara khusus
terjadi pada penentuan kandidat dan pembentukan koalisi. Persetujuan dari pengurus pusat
partai diperlukan di dalam penentuan kandidat dan pembentukan koalisi. Menurut data
interview yang dikumpulkan tahun 2012 dan pengamatan di tahun 2010 nampak bahwa dalam
pilwako 2010 di Manado sebagian besar kandidat yang diseleksi di tingkat lokal tidak
memperoleh persetujuan dari pengurus pusat partai yang mana merubah nominasi ke kandidat-
kandidat lam yang dimgini oleh pengurus pusat. Perubahan-perubahan strategis ini
menyebabkan partai-partai politik di Kota Manado perlu mempertimbangkan kembali dan
me’lobby’ partai politik lain di daerah untuk membentuk koalisi. Pengurus pusat atau daerah
dari partai-partai yang lain yang sebelumnya mendukung nominasi lokal hasil koalisi sering
menarik dukungan terhadap kandidat yang ditunjuk oleh pengurus pusat dari partai koalisi
mereka. Ini mengharuskan partai-partai di daerah mencari beberapa partai koalisi yang baru
untuk menominasikan kandidat mereka. Kurang kuatnya ideologi partai, khususnya di tingkat

lokal, memudahkan pembentukan koalisi baru dengan partai-partai yang lam.

Lebih lanjut lagi, perubahan-peruahan strategis yang dilakukan oleh pengurus pusat
partai sering menimbulkan konflik internal di dalam partai politik. Anggota dan pemimpin
partai di tingkat lokal kadangkala tidak puas dengan kandidat yang ditentukan oleh pengurus
pusat mereka (Pratikno 2009, p. 68). Anggota dan pemimpin partai yang tidak puas demikian
adakalanya memilih untuk mundur dari aktivitas partai selama proses pemilihan kepala daerah
atau bahkan mundur dari keanggotaan partai mereka (Cho1 2009, p. 93). Hal ini menyebabkan
pengurus lokal partai tersebut harus berusaha mencari dan merekrut anggota-anggota yang
lebih banyak untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan oleh anggota-anggota pengurus
yang tidak puas dengan kuputusan pengurus pusat dalam hal penentuan kandidat.

Pengurus pusat partai agak sedikit mengintervansi dalam urusan kampanye daripada
dalam penentuan kandidat dan membentuk koalisi dalam pilwako 2010 di Manado. Pengurus
pusat partai menyerahkan pilihan taktik kampanye kepada pengurus lokal partai. Meskipun
demikian, pemimpin-pemimpin pusat partai kadangkala terlibat di dalam kampanye-kampanye
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untuk menarik masyarakat untuk memilih kandidat partai mereka dalam pemilihan kepala
daerah. Umumnya, dapat dikatakan bahwa desentrallisasi kewenangan dari pengurus pusat
partai ke pengurus partai di daerah adalah bersyarat. Keputusan-keputusan strategis yang
berhubungan dengan seleksi kandidat dan membentuk koalisi terdesentralisasi hanya sejauh
pengurus pusat partal menyetujui keputusan-keputusan di tingkat lokal. Pengurus pusat
memegang kekuatan veto di dalam seleksi kandidat dan membentuk koalisi dan dapat, jika itu
diinginkan, mengesampingkan keputusan-keputusan pengurus di daerah mengenai strategi dan
taktik kampanye (Tsebelis 1995, 2002). Meskipun demikian, urusan kampanye dilihat sebagai
yang terbaik didesain dan diterapkan oleh aktor-aktor partai politik di daerah sehingga
membuat hal ini tidak biasa diintervensi oleh pengurus pusat. Mengmtervensi urusan
kampanye ini dilihat oleh pengurus pusat sebagai hal yang tidak strategis karena semua partai
menggunakan taktik dan strategi yang sama hanya perbedaan utamanya pada penekan

kampanye tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri pidato i, perkenankan saya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, partai-
partai politik di Kota Manado memiliki desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan yang
terbatas dalam memilih kandidat dan membentuk koalisi pada pilwako 2010 karena kantor
pusat mereka masih memegang dan menggunakan hak veto untuk merubah keputusan-
keputusan strategis yang dibuat oleh mereka di tingkat lokal dalam pemilihan kepala daerah.
Partai-partai politik di Kota Manado harus memiliki persetujuan dari pengurus pusat mereka

untuk dapat menominasikan kandidat-kandidat bersaing dalam pilwako 2010.

Kedua, desentralisasi hanya berlangsung di tingkatan pemerintahan tetapi tidak di
dalam partai politik. Partai-partai politik di Indonesia masih tersentralisir di tingkat pusat. Hal
ini menyebabkan proses demokratisasi belum berjalan sepenuhnya. Desentralisasi
administratif mengalami lebih banyak kemajuan daripada desentralisasi politik. Memang,
masyarakat lokal diberi hak untuk memilih calon kepala daerahnya di dalam pemilihan
pemerintahan daerah, tetapi pilihan-pilihan kandidat yang bersaing dalam pilkada itu
ditentukan secara tersentralistik oleh partai politik di tingkat pusat. Karena itu ke depan perlu
ada aturan yang menyelesaikan masalah ini sehingga masyarakat lokal tidak akan kehilangan

kepercayaan terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Semoga



Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah orasi ilmiah saya, terima kasih atas perhatian. Proficiat Dies Natalis FISIP
Unsrat ke 52. Selamat Natal 2016 Semoga damai dan sukacita natal Yesus Kristus menaungi

hati kita dan menjadi terang bagi keluarga kita dan sesama.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syaloom
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